BAR 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Imernasional merupakan cobang ilmu yang mengkaji
hubungan, komunikasi, serta relasi yang terjalin antara negara berkaitan dengan
kebijokan negars yakni diplomasi ekopomi, konflik, kesejahteraan. dan
perdamaian, korelasi : pada kerjasama secara
1 dalam menjalankan
yang artinya
akukan kegiatan
vang menjalin

enting  dalam

dlglmnkan iahqn lmdasm
ani dan batubara yaitu Indische Mijn

menggunakan pasal 33 oy i} ayat (1) UUDS 1950,
Surat DPR RI No.Agd, |446RM/DPR/ 1951, UU Nn 78 Tahun 1958 tentang
Penanaman Modal Asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta,
semangat nasionalis dijunjung tinggi oleh negara), UU No. 10 Tahun 1939
tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp. Tahun 1960
Tentang Pertambangan.

Ketiga, masa orde baru yang dimana dasar hukum yang digunakan untuk
kegiatan usaha pertambangan vaitu Pasal 33 ayat (3) Undong-Undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS No XXIIl - MPRS/1966,
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UU No. | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun
1967 tentang ketentuzn-ketentuan Penanaman Pokok Pertambangan. Akhirmnya
pada masa orde baru ULl PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan mengalami
perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum” (Pushep, 2020).
Keempat, masa reformasi “ketentuan terkait pertambangan diatur dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Putusan MK No.01-021-022/PUU-L2003 don Putusan MK lainnya, Undang-
undang No.25 Tahun 2007 tﬁmzng penand Modal Asing, UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemen : : n ULl No4 Tahun 2009 Tentang

ul i yang dianut negara
industri, sistem tersebu sistem ekonomi vang
dijalankan oleh negara-negara mdusln loinnya minp Amerika perkumpulan,
Jerman dan sebagainyn.

Jepang merupakan negara yang mempunyai perckonomian ketiga terbesar
secaru dunia sehabis Cina dan Amerika, perkumpulan perekonomian negara
sabura sangat efisien serlabersaing dalam perdagangan internasional khususmya
di bidang industri, perdagangan internasional melakukan transaksi jual beli
dengan pihak luar negara yg tertuang pada upaya besar yang dilakukan
pemenntah Jepang pada kegiatan impor dengan Indonesia berupa batubara.
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Dhmasa era globalisasi  perbaikan ekonomi lebih  difokuskan di
perdagangan internasional mengingat setiap negara sudah menyadar kebutuhan
pada masing-masing negara, sehingga perlu menciptakan rekan kerjasama agar
menjadi pelengkap. Jepang bagian dari negara industri yang aktif berakfivitas
dengan bantuan bahan bakar yang diperoleh dari hasil sumber daya alam dari
negara lain, tidak terdapat negara yang mampu hidup mandin melainkan saling
membutuhkan negara lain.
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Gambar 1. | Harga batubars acuan (HEAVSumber: KESDEM, Kemendag, BPS, HIS Market,
Argus dan Berbagai Sumber yang diolah APBI-ICMA
Kerjasama diplomatik Indonesia dan Jepang sudah dimulai sejak tahun
1958 (Fidel, 2020). Berdasarkan prafik di atas menunjukan kerjasama vang
berjalan baik antara Indonesia dan Jepang, pada komoditi batubara terlihat harga
batubarn bertumbuh positif, sehingga memicu kerjasama antara kedua negara
berjalan baik dan harmonis. Namun seinng benalanya wakw, Indonesia melihat
potensi batubara bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih



maksimal, untuk it langkah vang ditempuh Indonesia adalah melakukan
perubahan kebijakan Minerba. Adapun perubahan kebijakan yang ditempuh
Indonesia adalah diatur dalam Permendag No.3 Tahun 2020, dimana mewajibkan
eksportir dan importir batubarn untuk menggunakan angkutan laut milik
Indonesia serta asuransi nosional pada penggunasn angkutan kapal laut dengan
kapasitas 15000 dead weight tonnage (DWT) (APBI-ICMA, 2020). Setiap
Eksportir masih bisa dan boleh mengirim barangnya memakai kapal asing Jika
volumenya di atas 15 nbu DWT.

mbulkan pro dan kontra antara

pun datang dari kalangan Indonesia yakni Asosiasi Perfambangan Batubara
Indonesia (APBI) vang tidak tertarik dengan adanya aturan angkutan nasional
batubara yang di berlakukan pada kegiatan ekspor dan impor. “Menurut hemat
kami Permendag $2/2017 vang rencenanya akan efektif berlaku | Mei 2020
terbukti telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran akan kelancaran ekspor
batubara. Permendag itu telah menyebabkan beberapa pembelian impor batubara
oleh importir telah dibatalkan. Serta akan menimbulkan tambahon beban
keuangan eksportir batubara”, ungkap Pandu dalam keterangan terlisnya | Apbi-



lema, 2020).

Setelah diberlakukannya kebijokan tersebut terlihat dampak perubahan
kebijakan Indonesia terhadap Jepang di periode bulan Januani-Agustus 2020
impor batubars mengalami penurunan 16,1% dibandingkan periode sebelummya
tahun 2019, impor yang dilakukan Jepang cenderung lemah di tahun ini, akibat
perubahan kebijakan don Covid-19 mengingat Jepang merupakan negara industri
terbesar di chmm].rnugmrmhuhﬂlkmmhn'dnyn alom seperti batubara dalam

Minerba tersebut. Untuk itu penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya
Jepang berdiplomasi mempersuasif Indonesia untuk merubah kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bogaimana upaya Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan angkutan kapal
batubara Indonesia?



1.3 Tujuan Penelltian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan maka disini perlu ditegaskan
1. Untuk mengetahui hubungan kerjasama impor-ekspor batubara Jepang dan
Indonesia.
. Menganalisis upaya Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan

tentang latar belakang numalnh, rumusan masalah, mjuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika bab.

BAB 1l Tinfauan Pustaka

Bab Il ini membahas tentang tinjauan pustaka. Di dalam bab ini dipaparkan
tentang landasan teori, penelitian terdzhulu. kerangks pemikiran, dan hipotesis.



BAB 111 Metodologi Penelitian
Bab M1 imi membahas {enteng metodologt penelitan. Di dalom bab e dipaparkan

BAB IV Hasil dan Pembahasan
MWWWMMWIMM&MHMMW
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